BAB IV
PEMBAHASAN
1.4. Prosedur Administrasi Penyelesaian Dana Santunan
1.3.1. Prosedur Pembayaran
Prosedur pembayaran dana santunan melalui KAS cabang/Perwakilan atau melalui Bank.
A. Berkas klain diputuskan dapat dibayar agar:
a.1. Dientry dalam PC dan dari entrain dimaksud akan menghasilkan cetakan laoran/border pembayaran klain serta kuitansi pembayaran klaim. Kuitansi pembayaran klaim supaya mempergunakan continuos form (contoh terlampir).
a.2. Hasil cetak kuitansi pembayaran klaim dengan lampiran pendukung daftar isian model K1 dan K2 dan bukti jati diri yang berhak menerima dana santunan diteruskan kepada Ka, Cabang / Ka.Bag.Klaim / Ka.Perwakilan untuk fiat bayar dan fiat yang dimaksud harus terlihat dalam kuitansi pembayaran dana santunan (untuk Ka.Perwakilan sesuai kewenangan yang telah diberikan).
a.3. Berkas klaim yang telah difiat bayar diteruskan ke Bagian / Seksi Keuangan untuk pembayaran baik melalui Kas dan atau melalui surat perintah pembayaran melalui Bank. Khusus bagi pembayar kepada rumah  sakit yang merawat korban agar dilakukan melalui pemindah bukuan ke nomor rekening rumah sakit dimaksud dengan dilengkapi surat pernyataan  dan pemberian kuasa korban/ahliwaris korban.
a.4. Asli kuitansi pembayaran dana santunan dan sehelai tembusan atau photokopi daftar isian model K1 atau K2 ditahan oleh bagian / Seksi Keuangan setelah dana santunan dibayarkan sebagai lampiran bukti pengeluaran Kas. Sisanya berupa tembusan kuitansi pembayaran dana santunan serta sehelai tembusan bukti pengeluaran Kas (BPK) dan  asli daftar isian model K1 atau K2 berikut pendukung lainnya dikembalikan ke Bagian / Seksi Klaim untuk keperluan administrasi selanjutnya.
a.5. pos penghubung/Petugas Penanggung Jawab Samsat
Bagi berkas klain yang diajukan dan penyelesaian dip roses oleh Pos Penghubung/Samsat, cara penyelesaian sama dengan petugas klaim di cabang/Perwakilan. Namun langkah-langkah penyesuaiannya sbb:
1. Di Cabang Tk.I; berkas klaim yang telah diteliti dan lengkap (untuk kasus yang jells terjadi) supaya diteruskan kepada Seksi Adm.Klaim – Seksi Penelitian Klaim – Kabag. Klaim dan akan di fiat bayar oleh Ka. Cabang. Apabila pembayaran dana santuna akan dibayar oleh Ka.Cabang. Apabila pembayaran dana santunan akan dibayarkan melalui pos penghubung/Samsat, maka pada saat berkas klaim dikirim kembali ke ps Penghubung/Samsat, di Cabang dapat dientry sebagai penyelesaian namun tetap supaya dicatat untuk menyesuaikan dengan keuangan (LHU) pada akhir bulan.
2. Di Cabang Tk. II; berkas klaim diteruskan kepada seksi klaim dan di fiat bayar oleh Ka.Cabang, sedangkan langkah lainya sama dengan di Cabang Tk.I.
3. Di Perwakilan; Bagi Perwakilan yang telah diberikan kewenangan untuk membayar dana santunan, pelaksanaannya sama dengan Cabang Tk.I dan Tk. II hanya berkas klaim langsung disampaikan kepada Ka. Perwakilan untuk diteliti ulang dan fiat di bayar.




B. Khusus untuk pembayaran klaim penggantian biaya rawatan.
Tuntutan klaim biaya rawatan berdasarkan ketentuan harus dipenuhi persyaratan antara lain kuitansi asli biaya rawatan/pengobatan korban termasuk komtabilitasnya dan apabila pembayaran kepada pihak ketiga harus dilengkapi dengan surat kuasa dan photokopi jati diri (KTP) pemberi kuasa dan yang diberi kuasa. Apabila pembayaran tersebut kepada rumah sakit/instansi yang menangulangi biaya rawat korban agar dilakukan dengan pemindahan bukuan/bilyet giro.
	Dalam hal korban selain di jamin oleh Jasa Raharja juga dijamin oleh Perusahaan Asuransi/Instansi lain, dimana kuitansi biaya rawatan melebihi maksimum yang dapat dibayar oleh Jasa Raharja, maka sisanya dapat diklaim kepada Perusahaan/Instansi dimaksud, demikian pula sebaliknya dengan surat bukti sebagai berukit :
1. Fotokopi kuitansi biaya rawatan yang telah dilegalisir oleh Jasa Raharja/Perusahaan Asuransi lain yang membayar lebih dulu.
2. Surat peryataan/keterangan dari Jasa Raharja/Perusahaan Asuransi lain dengan menjelaskan bahwa aslinya ditahan dan jumlah/jenis biaya rawat/pengobatan yang telah diselesaikan/dibayar.



1.3.2. Prosedur Pelimpahan	
Bagi berkas yang telah memenuhi persyaratan dan penanganan kasusnya telah diproses serta siap dibayarkan, sedangkan korban/ahliwaris korban berada diwilayah Cabang/Perwakilan lain maka berkas agar segara dilimpahkan ke Cabang/Perwakilan terdekat dengan domisili korban/ahliwaris korban.
Sebelum dilimpahkan harus diteliti dengan cermat dengan memperhatikan wilayah kerja yang tertuanga dalam table wilayah pada aplikasi program komputerisasi administrasi klaim.
Pengiriman berkas yang dilimpahkan, dilaksanakan melalui pos/titipan kilat dan tidak diperkenankan dibawa oleh klaiment, Cabang/Perwakilan yang mengirimkan berkas bertanggung jawab terhadap kasusnya, sedangkan Cabang/Perwakilan yang menerima bertanggung jawab terhadap penyelesaian pembayaran.
Adapun persyaratan penyelesaian dana santunannya dapat dilaksanakan sbb :
a. Terjamin
Dokumen klaim yang harus dilengkapi oleh Cabang/Perwakilan yang akan melimpahkan berkas ke Cabang/Perwakilan lain adalah sbb:
1. Isian Formulir K asli berikut laporan polisi dan sketsa gambar.
2. Surat keterangan dan penetapan prosentase cacat tetap (untuk pelimpahan berkas cacat tetap)
3. Kuitansi asli/copy biaya rawat/pengobatan dari RS/Dokter/Apotik (untuk pelimpahan berkas biaya rawataan/pengobatan)
4. Laporan hasil survey (jika dilakukan survey)
5. Lembar disposisi dan lembar data entri
6. Tembusan surat panggilan kepada korban/ahliwaris korban
b. Ex. Gratia
1. Isian Formulir K asli berikut Laporan Polisi dan Sket gambar
2. Surat keterangan dan penetapan Prosedur cacat tetap (untuk pelimpahan berkas cacat tetap)
3. Kuitansi asli/copy biaya rawat/pengobatan dari RS/Dokter/Apotik (untuk pelimpaha berkas biaya rawatan/pengobatan)
4. Laporan hasil survey (jika diperlukan survey)
5. Lembar disposisi dan lembar data entri
6. Copy Surat Penolakan pembayaran dana santunan
7. Surat permohonan dari korban/ahliwaris korban
8. Besarnya pemberian Ex Gratia yang telah diputuskan oleh Cabang melimpahkan 
c. Apabila masih ada persyaratan lain dan atau kelengkapan dokumen pendukung yang harus dipenuhi oleh korban /ahliwaris korban seperti pengisian formulir K tentang keabsahan ahliwaris maupun asli kuitansi biaya rawat/pengobatan dan surat keterangan lain yang diperlukan, maka kepada Cabang/Perwakilan yang menerima pelimpahan supaya melengkapi dokumen dimaksud dengan cara sbb :
1. Meminta kelangkapan dokuman klaim
2. Survey
3. Konfirmasi kuitansi biaya rawatan/pengobatan kepada RS/Dokter/Apotik yang menerbitkan dan berada di wilayah kerja Cabang/Perwakilan lain (bukan Cabang/Perwakilan yang melimpahkan berkas klaim)

3.3.3. Prosedur Penolakan
Pengajuan klaim yang tidak baik oleh UU.33/1964 maupun UU.34/1964 supaya segera dilaksanakan penolakan dengan mengirimkan surat penolakan kepada korban/ahliwaris korban dengan tembusan ke Divisi klaim.
Namun jika pada saat berkas diterima langsung dari klaiment sudah dapat disimpulkan bahwa kasusnya benar tidak terjamin, agar ditolak dengan memberikan penjelasan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan diyakini sehingga yang bersangkutan menyadari dan dapat menerima bahwa kasusnya diluar lingkup jaminan, selanjutnya di tegaskan secara tertulis.
Dalam melakukan penolakan supaya memperhatikan hal-hal sbb :
1. Gunakan kalimat yang jelas dan tegas serta mudah dimengerti/dipahami. (contoh terlampir)
2. Mengacu kepada pasal-pasal dalam UU.33 & 34 / 1964 maupun PP.No. 17 & 18 tahun 1965 da bukan kepada ketentuan dalam KUHP dan atau UU No.14/1992.
3. Dalam menggunakan dasar penolkan sebaiknya agar menggunakan kata-kata “pihak yang menimbulkan atau penyebab kecelakaan” dan jangan menggunakan kata-kata ”pihak yang dipersalahkan”.
4. Tidak perlu adanya penjelasan tentang persyaratan Vonis pengadilan. (kalimat; Apabila vonis pengadilan menyatakan).




3.3.4. Prosedur penyelesaian Ex Gratia
Pembayaran dana santunan melalui jalur Ex. Gratia pada prinsipnya adalah pembayaran dana santunan terhadap kasus-kasus kecelakaan yang tidak terjamin sesuai dengan ketentuan UU. No. 33 & 34 Jo PP No. 17 & 18 tahun 1965.
Adapun ketentuan pembayaran dana santunan melalui jalur Ex. Gratia adalah sbb:
1. Harus ada penolakan secara tertulis.
2. Harus ada Surat permohonan dari korban/ahliwaris korban.
3. Keputusan pemberian besaran dana santunan Ex. Gratia harus sesuai dengan kewenangan Cabang dengan memperhatikan tingkat kesalahan dari korban, tidak menimbulkan presedent dan mengandung manfaat bagi perusahaan.
4. Penetapan besaran Dana santunan Ex. Gratia yang melebihi batas kewenangan Cabang supaya dimintakan terlebih dahulu persetujuan Direksi. Demikia pula pembayaran ex gratia yang bersifat missal, klaim pesawat udara dan kasus klaim yang berkaitan dengan asuransi aneka (misalnya: Extra Cover, AKDP).
5. Dalam penyampaian permohonan ke Kantor Pusat, agar melampirkan photo kopi dokumen pendukung disertai usul dan pendapat.
3.3.5. Hak Regres
Kepada Pemilik/Pengusaha kendaraan  bermotor yang melanggar ketentuan UU. No.34 tahun 1964 juncto PP No.18 tahun 1965 pasal 14, supaya dilakukan penagihan yang di sampaikan secara tertulis kepada pemilik/pengusaha kendaraan bermotor dimana surat penagihan ditanda tangani oleh Ka. Cabang.
Untuk tertib administrasinya maka setiap surat penangihan supaya dicatat dalam buku register hak regres dan dipantau penyelesaiannya. Dengan demikian setiap saat dapat diketahui berapa jumlah yang ditagih dan berapa yang dapat melunasi tagihan dimaksud, satu dan lain hal catatan tersebut dapat dijadikan bahan apabila



